_.ltl"l! n e
OO TR T

s, AT ;m?m.'

RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika
pembangunan daerah, perubahan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan aktual
masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam menciptakan ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat. Perubahan
rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi landasan operasional yang lebih
adaptif, responsif, dan akuntabel bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja
dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari saran,
masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari perangkat daerah terkait
maupun elemen masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan
bermanfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pangkal
Pinang, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

Pangkal Pinang, 2 Juni 2025

Kep

Kota [Pajigkal Pinang

EF
PEMHINA UTAMA UD%A / IV.c
NIP. 1p8207072001121pP0S
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal
Pinang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang merupakan unsur
pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan
Perda, SK Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta
menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan
Undang-Undang 25 tahun 2004 untuk menyusun dokumen perencanaan
tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam
penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang. Sebagai
organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang
berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan
landasan pokok dari semua manajemen karena hal itu menyangkut pemilihan
di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana
pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja
vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja — PD) Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

' Renja Perubahan Satpol PP Kota Péngkal Pi'nang‘Tahun 2025



10.

11.

12.

13.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian
Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam
Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11
Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23
Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja
Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang
APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57 );

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal
Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025
(Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023
tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun
2024 Nomor 252).
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1.3

1.4

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan
perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program - program
prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja
dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi

masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pangkal Pinang adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar
desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan
pemerintahan;

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;

4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan
Sistematika Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal
Pinang Tahun 2025, meliputi:
BABI Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar

dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB Il Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun
2025
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan I
Tahun 2025 yang memuat target capaian /realisasi indikator

program /kegiatan/sub kegiatan serta permasalahan pelaksanaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan
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BAB YV

rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja,
target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam
Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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2.1

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun

2025

Evaluasi

pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan

kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun berjalan

selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun capaian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang

tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana berikut:

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

il

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:

a.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi

keuangan 24%

Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:

a.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan capaian realisasi keuangan 57%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian realisasi
keuangan 29%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian
realisasi keuangan 10%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan

capaian realisasi keuangan 30%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari

sub kegiatan:

a.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan capaian realisasi keuangan 11%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
capaian realisasi keuangan 6%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian

realisasi keuangan 41%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah terdiri dari sub kegiatan:
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
dengan capaian realisasi keuangan 12%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan

capaian realisasi keuangan 9%

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

a.

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan
capaian realisasi keuangan 0%

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi
keuangan 0%

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan capaian
realisasi keuangan 0%

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum dengan capaian realisasi keuangan 0%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
dengan capaian realisasi keuangan 33%

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan capaian
realisasi keuangan 32%

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah dengan capaian

realisasi keuangan 0%

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota terdiri dari sub kegiatan:
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3.

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah dengan capaian realisasi keuangan 0%

b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah dengan capaian realisasi keuangan 16%

c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian realisasi
keuangan 36%

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

terdiri dari sub kegiatan:

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan capaian

realisasi keuangan 0%

III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1.

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan
capaian realisasi keuangan 0%

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 26%

c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:

a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan capaian
realisasi keuangan 0%

Investigasi Kejadian Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:

a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan
Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dengan capaian
realisasi keuangan 0%

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran terdiri dari

sub kegiatan:

a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

dengan capaian realisasi keuangan 0%
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TRIWULAN |

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Indikator Kinerja Program Target Kinerja dan 3 Realisasi Capaian Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja Dan
o S5 ¢ Program, Kegiatandan | | L cub K Qlllh:\ Anggaran Renja Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025 Anggaran Renja Perangkat | Realisasi Anggaran Renstra Unit Kerja Perang
Sub Kegiatan (S.“’“n Indikator) Perangkat Daerah Tahun Daerah yang dievaluasi tahun | Perangkat Daerah s/d tahun | Daerah jawab
berjalan 2025 2025 2025
L ] ] v
6 ¢ 8 9 10 B0 2
1 v 3 4 5 - - = = 13
LS | Rp Rp K l Rp K 1 Rp K Rp I Rp
1] 010501 |PrOGRAM PENUNIANG Nilai Sakip PerangkatDerah 68 6.632.484,690) 1.688,895.788) o o o 1.688.895.788) - 25 BIDANG SEKRETARIAT
URUSAN PEMERINTAHAN  |(Dengan Satuan: Nilai)
DAERAH KABUPATEN / KOTA
indeks Kepuasan Pelayanan Internal 90 22 2 24 BIDANG SEKRETARIAT
Perangkat Daerah
|(Dengan satuan: Nilai)
2 dokumen 100 [t Sub Koordinator Perencanaan Dar
dan Evaluasi Kinerja Perargkat|perencanaan, penganggaran dan kinerja Pelaporan
Dasrah perangkat daerah tepat waktu
3 105012010001 Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan 2 q Sub Koordinatar Perencanaan Dary
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Pelaporan
{osersn Dok
105012010002 Keordinasi dan Penyusunan  [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan| o [ Sub Koordinator Perencanaan Dany
Dokurmen RKA-SKPD Hasil Koordtnas! Penyusunan Dokumen Pelaporan
RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)
4 105012010006 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laparan Capafan Kinerja dan 1 [ Sub Koordinator Perencanaan Dany
Laporan Capaia Kinerja dan  |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan
Ikhtisar Realisesi Kinerja SKPDJLaparan Hasit Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaan Kinerfa can Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:
Laparan)
5 Keuangan taporan 100 6.019.801.550) 25 1.554,202.654 q [ 25 1.554,202.654 25 25 Sub Koordinator Kevangan
|Perangkat Daerah keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan
Satuan: %)
6 105012020001 |Penyectaan Gajt dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 53 6.019.801.550) 53 1,554.202.654 53 53 100 25 Sub Koordinater Keuangan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Dengan Satuan:
Crang/butan)
7 105012020005 Keordinasi dan Penyusunan  [Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 q [ 0 0 0 Sub Kaardinator Keuangan
Laparan Keuangan Akhir dan Laporan Hasil Koardinast
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD {Dengan Satuan: Laporan)
8 010501206 Umum Perangkat 100 319.866.900 25 93.218.161) o [ 25 93.218.167) 25 25 Sub Koordinator Umum dan
Daerah uraum perangkat daerah (Dengan Kepegawaian
Satuan: %)
9 105012060001 Penyediaan Kamponen Jumiah Paket Komponen Instaast 1 11.566.600 6.564.800 [} 6.564.800} ] 0 Sub Koordinator Umum dan
Instalasi Listrik/Penerangan  [Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kepegawaian
Bangunan Kanter yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)
10 105012060004 Penyediaan Bahan Logistik | Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor 2 83.254.000 24.457.000 0 24.457.000 ) 1 Sub Koordinator Umum dan
Kantor yang Disediakan (Dergan Satuan: Paket) Kepegawaian
[ 105012060005 Penyeciaan Barang Cetakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 25.046.300 25.495.000 0 25.495.000 [ 102 Sub Koordinator Umum dan
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Kepegawaian
Satuan: Paket)
12 105012060009 Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 4 200.000.000 1 596.645.861) 1 596.6:45.561 25 1 Sub Koordinator Umum dan
Koordinasi dan Kensultasi [ Koordinasi dan Konsuitasi SKPD (Dengan Kepegawaian
SKPD satuan: Laporan)




Snchih e iarin Prosram Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja Dan
s i Program, Kegiatan dan Regtitas m-:-w el s Anggaran Renja Reattsasi Kinetja Pada Triwulan tahun 2025 Anggaran Renja Perangkat | Realisasi Anggaran Renstra Unit Kerja Perangkat
Sub Kegiatan 4 Perangkat Daerah Tahun Daerah yang dievaluasi tahun | Perangkat Daerah s/d tahun | Daerah Penanggung-jawab
(Satuan Indikator)
berjalan 2025 2025 2025
i (] " v
6 £ 8 9 10 1 %
1 2 3 4 5 13
K K K
K Rp Rp K Rp. K Rp K Rp Rp
17 010501208 Penyediaan Jasa Penunjang _E:mauw. terlaksananya Jasa 106 215.042. 160 25 35.242.049% q [ 25 15.242.049 2 25 Sub Koordinator Umum dan
Urusan Daerah jang Urusan Daerah Kepegawatan
14 105012080062 Penyediaan Jasa Komunikasi, [Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 4 109,800.00) 1 121.007.201 1 121,007.201] 25 1 Sub Koordinator Umum dan
Sumber Daya Air dan Listrik  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kepegawaian
yang Disediakan (Dengan Satuan:
Laporan)
15 105012080003 Penyediaan Jasa Peralatan dan{Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 56.000.000} 1 3.150.00) 1 3.150.000 25 1 Sub Koordinator Umurn dan
Periengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang| Kepegawaian
Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)
16 105012080064 Penyediaan Jasa Pelayanan  [Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 4 49.243.160) 1 19.984.849 1 19.984.848 25 1 Sub Koordinator Umum dan
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kepegawaian
Disediakan (Dengan Satuan: Laparan)
17 010501209 Pemeliharaan Barang Milik  [Persentase terlaksananya Jasa 100 77.773.000 25 2.962.924 9 [ 25 8.982.924 25 25 Sub Kasrdinator Umum dan
Doerah Parwnjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawafan
Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: %)
18 105012090001 Penyediaan Jasa [Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas 1 53.773.08 6.232.924 [ 6.232.924 ] 12 Sub Kocrdinator Umum dan
Pemeliharaan, Blaya atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kepegawalan
Pemeliharaan dan Pajak Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Perorangan Dinas | (Dengan Satuan: Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
19 105012090062 [penyeciaan jasa jumlah Kendaraan Dinas Operasional 2% 24,000.000) 6 2.750,000 6 2.750.000] 23 6 Sub Koordinator Umum dan
Pemeliharaan, Blaya atau Lapangan yang Dipelfhara dan Kepegawalan
Pemeliharaan, Pajak dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Perizinan Kendaraan Dinas | (Dengan Satuan: Unit)
Operasional atau Lapangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% 12,222 25,464
PREDIKAT KINERJA
20 |- 010502 PROGRAMPENINGKATAN [Persentase  Gangguan Trantibum 100 7.400.551.660} 25 2.265.542.656] 9 d 25 23] 25 25 BIDANG SUMBERDAYA DAN
KETENTERAMAN DAN yang dapat diselesaikan (Dengan LINMAS.
KETERTIBAN UMUM Satuan:X)
21 Gangguan Persantase Kasus Gangguan Trantibum 100 6.949,621.66() 25 2.151.092.656¢) q [ 25 25 25 25 Sub Kocrdinator UMUM DAN
Ketenteraman dan Ketertiban |yang ditangant (Dengan Satuan: %) KETENTRAMAN
Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase tersusunnya Laporan 100 0 0 Sub Koordinator UMUM DAN
Penyelesaian dampak Penegakan Perda KETENTRAMAN
dan Perkada (Dengan Satuan: %)
Persentase Tersusunya Laporan 100 ] 0 Sub Koordinator UMUM DAN
Koordinasi pelaksanaanTrantibum KETENTRAMAN
tingkat kota (Dengan Satuan: )
2 i Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 4 31.200.000§ 2 ) 0 Sub Koordinator UMUM DAN
Ketentraman dan Ketertiban |Koordinasi Penyelenggaraan KETENTRAMAN
Umun serta ban Umum dan
Masyarakat Tingkat Pertindungan Masyarakat Tingkat
/Kota {Dengan Satuan:
Dokumen)




Target Kinerja dan Realisasi Capalan Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja Dan
ol s Program, Kegiatan dan |  Indikator uﬁxﬂwvaﬁi. Anggaran Renja Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025 Anggaran Renja Perangkat | Realisasi Anggaran Renstra |  Unit Kerja Perangkat
i sl Sub Kegiatan Kegiaton, . &?ﬂs-ﬁ. Perangkat Daerah Tahun Daerah yang dievaluasi tahun | Perangkat Daerah s/d tahun | Daerah Penanggung-jawab
oz % berfalan 2025 2025 2025
! n ] v
6 4 8 9 10 1 %
1 2 3 4 5 13
5 — Rp % R K _ R K — _ X = X =
25 105022010004 | Pemmberdayaan Perlindungan | Jumiah Dakamen yang Memuat Hasil 4 376.200.00 0 q ) 0 Sub Koordinatar UMUM DAN
Masyarakat dalam rangka  |Pemberdayaan Perlindungan Masysrakat KETENTRAMAN
Ketentramen dan Kstertiban |dalam rangka Ketenteraman dan
Umum Ketertiban Umum (Dengan Satuan:
Dokumen)
2% Kapasitas SOM | Jumtah SOM Satuan Palsi Pamongaraja | 50 54831600 0 9 0 0 Sub Koordinator UMUM DAN
Satuan Polist Pamongpraja dan]dan Satuan Perlindungan Masyarakat KETENTRAMAN
Satuan i yang
[ Masyarakat Termasuk datam | (Dengan Satuan: Orang)
Petaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
27 105022010006 Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 4 4.366.2008 0 o 0 0 Sub Koordinator UMUM DAN
dan Kemitraan dalam Teknik [Kerja Sama antar Lembaga dan KETENTRAMAN
gahan dan Penang: dalam Teknik Pencegahan
Gangguan Ketentraman dan  [Kejshatan (Dengan Satuan: Dokumen)
Ketertiban Umum
1 gahan Gangguan Jumiah Laporan Gangguan 5 ©.339.808.360 s | 211089265 & 2.110.892.659 » ) Sub Koordinator UMUM DAN
|Ketenteraman dan Ketertiban |Ketenteraman dan Ketertiban Umum KETENTRAMAN
Umum Melalui Deteksi Dini yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan
dan Cegah Dint, Pembi Cegah Dini, dan Peny
dan Patrali, Peng: , dan Peng:
Patroli, Pengamanan, dan | (Dengan Satuan: laporan)
Pengawalan
105022010016 Penindakan Atas Gangguan [ Jumlah Laporan Gangguan 100 124.115.5008 ] 40.200.0008 25 40.200.000) 25 n Sub Koordinator UMUM DAN
Ketenteraman dan Ketertiban [Ketenteraman dan Ketertiban Umum KETENTRAMAN
Umum berdasarkan Perda dan |berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Perkada Melaluf Penertiban |Penertiban dan Penanganan Unjuk Resa
dan Penanganan Unjuk Rasa  |can Kerusuhan Massa yang Dilakukan
dan Keruschan Massa Penindakan (Dengan Satuan: taporan)
28 105022010017 Periyediaan Layanan dalam Jumlah Laparan Penyediaan Layanan 1 19.000.000) 0 q 0 0 Sub Koordinator UMUM DAN
rangka Dampzk Penegakan  [Dampak Penegakan Perda can Perkada KETENTRAMAN
Daerah dan Tertayani (Dengan Satuan: Laporan)
29 Peraturan Daerah |Persentase Penanganan Pelanggaran 100 400.930.000§ 25 114,456.000 o 25 114,450.600} 25 25 Sub Koordinator PENYULUHAN
Kabupaten/Kota dan Perda dan Perkada sesuai SOP (Dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota Satuan: %)
30 10 Penegakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4 17.600.000) 0 g 0 0 Sub Koordinator KERJASAMA
Peraturan Daerah dan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daeran (Dengan
satuan: aporan)
kil 11 g Atas 28! | Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 122.050.0008 20.000.000§ 1 20.000.009 25 1 Sub Koordinator PEMBINAAN
Peraturan Daerah dan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan DAN PENGAWASAN
Peraturan Kepala daerah Daerah dan Peraturan kepala daerzh
Sesuai SOP (Dengan Satuan: Laporan)
n 105022020012 Pengawasan Atas Kepatuhan |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4 261.280.000) 1 54.450,0004 1 94.450.0608 25 1 Sub Kocrdinator UMUM DAN
Terhadap Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap KETENTRAMAN
Peraturan Daerah dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah (Dengan Satuan: laporan)




Target Kinerja dan Realisasi Capalan Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja Dan
Indikator Kinerja Pragram R & 5
it il ke Program, Kegiatan dan s mu:uw xn-,-.!.. Anggaran Renja Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025 ggaran Renja gk Realisasi Renstra Unit Kerja Perangkat
Sub Kegiatan ) ﬁuﬁ.&: Indikator) Perangkat Daerah Tahun Daerah yang tahun| Perangkat Daerah s/d tahun | Daerah Penanggung-jawab
berjalan 2025 2025 2025
L} " v
6 8 s 10 1 i
1 2 3 4 s 13
K K 3
X Rp Rp Rp K Rp K Rp ko
2 010502203 Pembinaan Penyidik Pegawal |Persentase PPNS yang aktif (Dengan 100 50.000.000 o q [ q [ d [ ] Sub Koordinator PENYULUHAN
Heger! Sipil (PPNS) Satuan: )
30 Kapasitas dan |Jumiah Laporan Hasil Pengembangan 3 50.000.000} 0 o 0 0 Sub Koordinator KERJASAMA
Karier PPNS Gan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
Penegak Perda (Dengan Satuan: laporan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 25,000 25,000
PREDIKAT KINERJA
n | 010504 PROGRAM PENCEGAHAN, |Persentase pelayanan panyelamatan | 100 4.462.065.520 25 1.151.122.204) 9 9 o 25 23] 25 25 BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
PENANGGULANGAN, dan evakuast korban kebakaran
PENYELAMATAN KEBAKARAN |(Dengan Satuan: X)
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
34 [Persentase dan Evakuasit 106 4.386.745.520) 3 1.151,122.204 o [t 9 25 25 5 25 Sub Koordinator Pencegahan
pemadaman, Penyelamatan, |Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Kebakaran
dan Penanganan Bahan (Dengan Satuan: X)
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
35 gahan Kebakaran datam | Jumiah Dokumen NSPM 1 2.400.000 0 qd 0 ] Sub Koordinator Pencegahan
Daerah Kab K Kebakaran |Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap
Tahunnya (Dengan Satuan: Dokumen)
3 dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 4.371.745.5200 0 q 0 0 Sub Koordinator Pencegahan
|Kebakaran calam Daeran Kegfatan Kesizpsiagaan Petugas Piket Kebakaran
Kabupaten/Kota dan Pemadaman Kebakaran dalam
Dacrah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan]
Laparan)
37 dan Evakuasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 1 12.600.000 0 dq [} 0 Sub Koordinator Pencegahan
Korban Kebakaran dan Nen  [Kegiatan Kestzpsiagaan Petugas Piket Kebakaran
Keoakaran dan Penyelamatan/Evakuas! Saat
Penangsulangan Kebakaran dan Non
Kebakaran (Dengan Satuan: Dokumen)
38 010564202 Inspeksi Peralatan Proteksi Persentase Terlasananya Infeksi 100 10.000.000f o o q o 2 o 0 0 Sub Koordinator Pencegahan
Kebakaran Peralatan Protexsi Kebakaran (Dengan Kebakaran
Satuan: %)
39 105042020002 Penilaian Sarana Prasarana | Jumiah Dokumen yang Memuat Data 1 10.000.000) [ q [ 0 Sub Kocrdinator Pencegahan
Proteksi Kenakaran [Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Kebakaran
[Memenuh Ketalkan Standar Sarana
Prasarana Proteks! Kebakaran (Dengan
Satuan: Dokumen)
4 i Kejadian 30.000.000 d q q q [} q [ 0 Sub Koordinator Pencegahan
Kebakaran
41 i Kejadian Jumiah Dokumen yang Memuat Hasil 1 30.000.000 ] q 0 ] Sub Koordinator Pencegahan
Meliputi P Kebakaran yang Dilakukan Kebakaran
dan Penguffan Penyebab Investigas! Lanjutan Meliput! Penelitian
Kejadian Kebakaran dan Pengujian dan Penelitian (Dengan
Satuan: Dokumen)




1 Kinaiia Program, Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja Dan
il Program, Kegiatan dan RodiARAS a5 wlm" Anggaran Renja Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025 Anggaran Renja Perangkat | Realisasi Anggaran Renstra Unit Kerja Perangkat
Sub Kegiatan 2 n Indikator) Perangkat Daerah Tahun Daerah yang dievaluasi tahun | Perangkat Daerah s/d tahun | Daerah Penanggung-jawab)
berjalan 2025 2025 2025
2 (] " %
6 % 8 9 10 1 %
1 2 3 4 5 = = = 13
K [ Rp Rp K I Rp K l Rp K Rp Rp [ Rp
2 35.320.009 [} 0 ) [} 0 9 0 0 5ub Kocrdinator Penceganan
datam Pencegahan Kebakaran Kebakaran
a dan P [ Jumah Desa/Kelurahan yang Terbentuk | 42 35.320.000 0 9 0 [] Sub Kocrdinator Pencegahan
Relawan Pemadam Kebakaran |dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran
Kebakaran pada Lingkup Sistem
Ketahanan Kebzkaran Lingkungan (SKKL)
Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:
Desa/Kelurahan)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% 25,000 25,000
PREDIKAT KINERJA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (% 20,741 25,155
PREDIKAT KINERU.
Faktor pendorong keberhasilan kinerfa:
Faktor penghambat pencapaian kinerfa:
Tindak lanjut yang diperiukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperiukan dalam Renja Perangkat Daerah kota
[berikutnya:




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pinang menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan sasaran target sesuai dengan

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal

Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pangkal Pinang dan/atau

berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2025 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun

Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

DAN KETERTIBAN
UMUM

No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 | PENINGKATAN Penanganan Gangguan | Peningkatan
KETENTERAMAN Ketenteraman dan Kapasitas SDM
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum Satuan Polisi
UMUM dalam 1 (Satu) Daerah Pamong Praja dan
PENINGKATAN Kabupaten/Kota Satuan Perlindungan
KETENTERAMAN Masyarakat

termasuk dalam
pelaksanaan tugas
yang bernuansa hak
asasi manusia

Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini,
Pembinaan dan
Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan

Penyediaan Layanan
dasar dalam rangka
Dampak Penegakan
Peraturan Daerah
dan Perturan kepala
daerah

Renja Perubahan Sétpol PP Kota Péngkal Pihang Tahun 2025



No Program Kegiatan Sub Kegiatan

2 | PENCEGAHAN, Pencegahan, Pencegahan
PENANGGULANGAN, | Pengendalian, Kebakaran dalam
PENYELAMATAN Pemadaman, Daerah
KEBAKARAN DAN Penyelamatan, dan Kabupaten/Kota
PENYELAMATAN Penanganan Bahan

NON KEBAKARAN

Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Pemadaman dan
Pengendalian
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non
Kebakaran

Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran

Pembentukan dan
Pembinaan Relawan
Pemadam Kebakaran

Renja Perubahan Satpol PP Kota Pangkél Pinéng Tahun 2025




BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan I Satpol PP Kota
Pangkal Pinang pada Perubahan Renja 2025 mengalami perubahan.

Tabel berikut ini menggambarkan secara umum perubahan program,
kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan jumlah pagu total OPD dalam
Renja Perubahan 2025 dibandingkan dengan Renja Awal 2025. Terlihat dari table
dimaksud jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kota Pangkal
Pinang mengalami perubahan.

Adapun Pagu Induk Tahun 2025 Satpol PP Kota Pangkal Pinang sebesar Rp
9.911.803.734 berubah menjadi Rp 21.208.169.323,10. Terdapat penambahan
sebesar Rp 11.296.365.589,10 (Sebelas milyar dua ratus sembilan puluh enam
juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah

koma sepuluh sen).

Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan /
Bertambah/
No Indikator Sub Renja Awal Perubahan Renja
Berkurang
Kegiatan / Jumlah
Pagu Total Opd
1 Jumlah Program 3 3
2 Jumlah Kegiatan 12 12
3 Jumlah Sub Kegiatan 31 32 1
4 Jumlah Total Pagu Rp 9.911.803.734 Rp 21.208.169.323,10 | Rp 11.296.365.589,10

Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan program dan kegiatan pada Satpol PP
Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

RenjawPerubahan Satpol PP Kota Pénékal Pinang Tahun 2025




PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN 2025
PRAKIRAAN MAJU RENGANA
AR S | TARSET | peyicas | PRAWIRAAN GAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN e RS
INDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPAIAN
KooE DROBAN PROGRAMN KEGIATAN / SUB PERIODE | (CAPAIAN | yaRGeT RENJA KELoMpoK DAERAN
KEGIATAN | SUB ety FERIODE | RENJAGPD | TARGET REW TARGET 2028 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN NSTRA | TAHUN 2023 DI LOKAS! | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAW RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL M DAERAH
2 3 4 5 6 7 e 5 0 1" 12 1 ) s ® | 7 " 10 » 2
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.911.803.734,00 18.495.101.670,00 21.200.168.323,10 11.296.265.989,10 40.154.953.050,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 9.811.803.734,00 18.495.101.870,00 21.208.169.323,10 11.295.288.589.10 10.154.953.050,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
105 URUSAN PEMERINTAHAN 9.91.803.734,.00 18.495.101.870,00 21,208.169.323,10 11.206.365.589,10 10.154.952.050,00
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
10501 Nilal 5 @ 73686163400 €.632484.890,00 7173840, 503,10 266.548,385,00 7.670.409.889,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Dasrah 90 Nist | 90 Niai
DAERAH Indaks Kepuasan Nilai Nilai
Perangkat Daersh
10501201 Perencanaan, Parsantasa panyampaian wa% | 100% 2610.00000 000 000 2610.000,00 - Akselorasi Reformasi | - 9.740.000,00 | SATUAN POLIS!
dan Evaluasi Sirokrasi dan PAMONG PRAA
Kinena Perangkat Daeroh | penganggeran dan kines Demokrasi Doeran
beranghat daacah epat Akseleras: Reformasi
waktu Birowrasi dan
Demoiaesi Doerah
106012010001 | e Dok
Jumiot, Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 72000000 000 000 720.000.00 | Knta Pongkal | PENDAPATAN | - Akatarasi Reformasi 750.000,00 | SATUAN POLIS!
Porencanasn Perangiai Pinang, Semua | TRANSFER Brokrasi dan PAMONG PRAJA
Daerak Kecamaian, Damokras Deran
Somus KebDeto Aksslorasi Reformasi
[
Darokras! Dosran
1.0501.2.01.0002 | Koordines: den Penyusunen Dokumen RKA-SKPD
Jutsh Dokurnen © Dokumen | 0 Dokurrn 1.470.000,00 000 ) -1.170.000,00 | ola Pangrai | PENDAPATAN | - Aksloras! Reformasi 3.006.000,00 | SATUAN POLIS!H
'RKA-SKPD dan Laporen Pinang. Semua | TRANSFER Birowrasi dan PAMONG PRAJA
Hasi Kocrdinas Ponyustnan Kecamatan, Demokaesi Daoral:
Dokuman RKA-SKPD Semua KelDasa Aksolorasi Reformasi
Browasi dan
Domokrasi Daeran
1,05.01.201.0008 | Koordinaw! dan Penyvisunan Luporan Capalen Kinaria don htiser Roallsas! Kineria SKPD
umioh Laperan Capaian TLaporan | 1 Laporan 72000000 000 000 72000000 | Kota Pungkal | PENDAPATAN | - Akssieras) Relormast 5.980.000,00 | SATUAN POLIE!
Kineria dan iknisor Realisoni Biarg, Semua | TRANSFER Birowrasi dan PAMONG PRAJA
Kinerjs SKFD don Loporan Kecamaton, Damoirasi Dasrah
Hasl Koardinasi Poryusinan Semua KellDes: Akesiaras Reformasi
Laporen Cepaan Kinerja dan Siroicas! da
iisar Reotsasi Kinaga Damoirasi Dasran
kPO
1.06.01.202 " W% | 100% 5.696.107.234,00 6.016.301.550.00 6.461.152,265.10 765081.161,10 . Aksoleras) Reformasi | - 5.528.212.989,00 | SATUAN POLIS!
Perengkat Daoran taporen keuargan perangkat Biowasi don PAMONG PRAJA
sosust SAP Demokrasi Caeran
Akssloras: Rokormasi
Browasi dan
s Demakaasi Dasrah
1.05.01.2020001 | Penyedinan G dan Tunjangan ASN
Jumish Grang yang 48 Orangh | 57 Cranghy 5.696.507.234,00 6.018.801550.00 6.461.188.395,10 765581.161,10 | Kota Pangkal | PENDAPATAN | - Aksoloras! Reformasi 5.585.212.889,00 | SATUAN POLIS!
Menssima Gai don dan dlan Pirang. Semua | TRANSFER Bioivasi dan PAMONG PRAJA
Turjangan ASN Kecamatan, | DAU Domoirasi Daerah
Sermua KelDasa | TAMBAHAN Aksoleras: Raformas!
DUKUNGAN Siokasi da
PENDANAAN Domokrasi Daersh
ATAS
KEBLAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAL
PEMERINTAH
DENGAN
PERANJAN
KERA
1.05.01.202.0005 | Kaorsinas can Penyusunen Laporan Keuangan Akt Tehun SKPD
umish Laparan Kausogan Viapoan | 1 Loporan 600.000,00 200 000 500.000,00 | Koia Pangkal | PENDAPATAN | - Aksslaras/ Reformas 3.000.000,00 | SATUAN POLI!
R Tahun SKPO dan Pinarg, Samua | TRANSFER Girokrasi dan PAMONG PRAJA
Laporen Hesl Koordinasi Kecamatan, Damokrasi Dasran
Pamyusunan Laporan Samua KelDaso Aksslaras) Relormasi
Kevengan Akt Tetuun SKPD Bimxcasi dan
Damokrasl Dasrah
1.06.01.2.06 Admovetiesi Umum Fersontass pelaksanser: 00% | 100% 354.510.400.00 318.566.900,00 415.307.100,00 60.995.700,00 - Abseleras Reformas! | - §19.045.500.00 | SATUAN POLIS!
Birowcasi dan PAMONG PRAJA
darat Demoirasi Daarah
Aksforas! Ralormas
Browasi dan
Demoiaasi Daerah
1.05.01.2.060001 | Peryadioan Kompanen instalas!
UsirkiPgnerangon Eangunan Kanior
umtet, Paket Kompanen 1Parst | 1Pakel 10.014.800,00 156850000 5.564.800,00 ~2.449.800,00 | Kota Pangkal | PENDAPATAN | - Akaserasi Refoimasi 1201450000 | SATUAN POLIS|
nstalast Listri Ponerargan Pirang, Semnua | TRANSFER Birokrasi dan PAMONG PRAJA
Bangunan Kantor yang Kecarratan, Damolaasi Daarah
Disoolakan Semua KeliDasa Aksslarasi Raformasi
Eirokiasi dan
Demokrasi Daerah
1.05.01.208.0002 | Penysciaan Peratatan dan Pariengkapan Kariar
Jamioh Pakot Pavalatan don - 115 Paket 000 000 169.410.000.00 199510.000,00 | Kota Pangkal | PENDAPATAN | - Aksslerasi Raformasi 250.000.000,00 | SATUAN POLIS!
Partongkopan Kantor yang Pinang. Samua | TRANSFER Birowrasi dan PAMONG PRAJA
Disedlakan Kecamatan, Damolrasi Dasran
Samua KelDasa Aksslerasi Refoimasi
Birourasi de
Domoirasi Dasran
1.0501.2.08.0004 | Panyediasn Sanen Logisti Kantor
e Faket Bahan Logistk 2Pakat | 2Pkl 140.743.500.00 62.254.000,00 56.408.200,00 $4334.300,00 | Kota Pangkal | FENDAPATAN | - Akseloras: Reformasl 144.028.700,00 | SATUAN POLISI
Kantor yang Gisediakan Pinang, Semua | TRANSFER Brokiasi dan PAMONG PRAJA
Kecaratan, Domoicas! Doerah
Somun KellDat alsoloras) Roformasi
Biroiasi dan
Damoiresi Dasrat
1.05.01.2.08.0005 | Penyediaan Barang Getaken dan Fenggandaan
Juiah Pk Barang Thoket | 1 Poxel 22.552.300.00 25.045.500 00 13.523.100.00 - Aksslorasi Reformasi 38.002.300,00 | SATUAN POLIS!
Cstaksn dan Pengpandasn Pinang, Semua | TRANSFER Sroxiasl dan PAMONG PRAJA
yang Disadiskan Kecarnatan, Demoirasi Dasran
Sermua Kok'Desa Aksalarasi Reformasi
Biowasi da
Domoirasi Dasran
108012080008 | Parysianggarasn Rapa! Keordnas: dan Konsufiasi SKPD




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN ! BIDANG R s i | LR weauan T POARARN CAPAMNIGNESIX DAN KERANGRA EEDANMN TAHUN 2026 PERANGKAT
KODE URUSAN / PROGRAM | KEGIATAN { SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK DAERAH
KEGIATAN | SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD 0PD TAHUN. TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 LOKASH SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rg) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
2 3 4 5 L] 7 8 5 0 1" 12 k3 14 15 16 ” 1@ 18 20 21
umiteh Laporen 4 Leporan | 4Laporan 175.000.600,00 200.000.000,00 129.000.000.00 36.000.000.00 | Kota Pangkal | PENDAPATAN | - Akseleras: Reformast 175.000,000,00 | SATUAN POLIS)
Panyelengyarnan Rapat Pinang, Samua | TRANSFER Browasi dan PAMONG PRAJA
Koordinasi gan Konsultes) Kecamatan, Demokaesi Daeran
SKFD Semua KelDesa Akselorasi Reformasi
Biowasi dan
Demakasi Dasran
1.05.01.2.08 Penyodiasn Jasa Parurjang | Parsentass torlsksanenya 0% | 100% 974.464.000.90 215.043.150.00 218.192.192.00 755.271,608.00 B Akseleras: Refoimasi | - 1.080.351.500,00 | SATUAN POLISI
Urusan Pemerintahan Jasa Penurjang Urusan Biroxrasi dan PAMONG PRAIA
Damran Pamaristahan Doeran Domolaasi Dasran
Aksoloras: Reformest
Birokras! da
Demoiaasi Daorah
1.05.01.208.0002 | Paryaciaan Jssa Komunikasi, Sumber Daya Ar don Lisrk
Jumiah Laporan Penysdiean 4 laporan | 4 Laporan $1.000,000,00 108.800,000,00 109.800.000,00 28.800,000,00 | Kota Pangkal PENDAPATAN - Akselsras) Reformasi 76.200.000,00 | SATUAN POLISI
Jesa Komunikasi, Sumber Pinang, Semua. TRANSFER Birokrasi dan PAMONG PRAJA
Daye Airdan Listrik yong Kacamalan. Damokasi Dasran
Disediaksn Semus Kel/Desa Akseleras Reformasi
aimicasi da
Damakrasi Dasran
1.05012.08.0003 | Penyodiasn Jasa Persiaian dan Periangkapen Kantor
Jumieh Laporan Penyadiaan 4 Laporan | 4 Laporan 41.370.000 00 56.000.000,00 £8.000.000,00 14.620.000,00 | Kota Pangkal PENDAPATAN - Akseleras: Reformasi. 1858.510.000,00 | SATUAN POLISI
Jasa Peralaten dan Pinang, Semua TRANSFER Birakrasi dan. PAMONG PRAJA
Perlengkapan Kantor yaog Kacamatan, Demolaasi Dasran
Dsediaken Semua KeliDasa Akseleras: Reloimasi
Sirowsasi dan
Demakiesi Dasran
105012080004 | Panyedisan nsa Petayanan Urum Kantor
Jumien Lapran Penyedieen S Laporan | 4Laporan 252.094.000.00 40.243.180.00 50.392.20200 801.701.808.00 | Kota Pangkal | PENDAPATAN | - Aksolorasi Reformes! 854.641.500,00 | SATUAN POLISI
Jasa Pelsyanen Urnum Pinang, Semua | ASLI DAERAH Biokasi den PAMONG PRAJA
Kantor yacg Disediakan Kecamatan, (PAD} Demolrasi Daerah
Semua KelDesa | PENDAPATAN Akssleras| Reformasl
TRANSFER Biroxrasi dan
Demokrasi Dasrah
1.05.01.200 Wik | Pe 0% | 10% 386.370.000.00 77.073.080,00 126160600 275.108.304.00 - Aksoloras: Reformasi | - 363.060.000,00 | SATUAN POLIST
Dasran Fonunjang Urusan | Jesa Penunjang Unusan Birokrasi dan PAMONG PRAJA
Demairasi Dasran
Aksslarasi Reformasi
Biroicasi dan
Damokiasi Dearan
105012000001 | Peryesiaan Jasa Sioya P dan Pk Kendaraen Jebata
Jumies Kendacoen 1 unt 1un 4401000000 52.773,080,00 57.251.696.00 12.251696,00 | Kola Ponghel | PENDAPATAN | - Adseleras: Relorrmest 40.250.000.07 | SATUAN POLIS!
Parorangan Dinas stav Pinang, Semua | ASLI DAERAH Sirokrasi dan PAMONG PRAJA
Kerdaraan Dinas Jabatan Kocamaten, | (PAD) Domokaosi Dusran
yang Dipethars don Samus KelDosa | PENDAPATAN Aksoloras: Roformasi
bayarkon Pojaknya TRANSFER Bioiosl dar
Doraiaasi Dosran
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Biay aak Din: Lapangan
Jumish Kandaraan Dinas BU | Buni 312.360.000.00 24.000.000,00 2400000000 -288.360.000.00 | Kota Fangkal | PENDAPATAN | - Abseloras: Reformasi 322:310.000,00 | SATUAN POLIS!
Oporasions atew Lapangen Pinang, Somua | TRANSFER Siokasi dan PAMONG PRAJA
yang Diostnars dar. Kecamatan, Dermojrasi Dasrah
dibayarcan Pajek dsn Semua KelDesa Aksolerasi Refarmasi
Penzinovnye Birokrasl dar
Davokrasi Dasran
108.02 PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Gangguan 100% | 100% 1.917.982.800.00 7.400.551.860,00 880765281200 43.407.200,00 1.874.578.400,00
KETENTERAMAN DAN | Trantibum yang dapat
KETERTIBAN UMUM diselesaikan
108.02201 Penangenan Gangguen | Perseniase Kasus Gangguan 0% | 100% 1,666.858.600.00 6.949.521.660.00 834173261200 667457401200 - Akseleras) Reformas! | - 1.609.721.700,00 | SATUAN POLISI
Kelert Biokcoslden PAMONG PRAJA
Umom calam 1 (Saty) Parseniese tersusunrye Demoiaasi Dasrah
Doeran " Akseleras) Reformasi
dampak Panegaken Perda Biokasi don
dan Porkads Damoiaosi Dosran
Parsentose Torsusurys
Laporsn Koordnes!
pelaksanaan Trantbur
ngiet kota
1.05.02.2,01.0003 i Ketsrtivan ngan M
Jumieh Gokumen Hasit < Dokumen | 4 Doxumen 22.750.000.90 3120000000 2130000000 255000000 | KotaFargial | PENDAPATAN | - Axseloras Refcimasi 22.750.000.00 | SATUAN POLISI
Pelaksanasn Kuordnass Poang, Semua | TRANSFER Biroirasi dan PAMONG PRAJA
Penyolenggacasn Kecamatan, Dermoiaasi Daeran
Katentarsmar, Ketervban Semua Kel'Desa Akselsrasi Reformasi.
Urnu den Pardodungan Biroicrast dan
Masyarakat Tngeat Omokrasi Dasran
KabupaterXoia
1.05.02201.0004
Jumigh Dokurnen yang 4 Dokumen | & Dokumen 100,000.000.,00 376.200.000,00 447.715.384 00 347.715.364,00 | Kota Pangkal PENDAPATAN - Akselarasi Reformasi 125.450,000,00 | SATUAN FOLIS|
Mermuat Hesi Pinang, Samua TRANSFER Birokrasi dan PAMONG PRAJA
‘Pamberdaysan Parindungan Kecamatan., Demokrasi Dasrah
Masyarakat determ rangks Semua KelDesa Akselerasi Reformasi
Ketenteraman dan Ketertiten Birokrasi dar
U Demokrasi Dasrah
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan ¥ Setuan gan Pelaksanaen Tuges yang Bemuansa Hak Asasl Manusie
Jumish SDId Satusn Polisi 50 Orang 50 Orang 246.761.800,00 54.231,600,00 77.331.600,00 ~189,430.000.00 | Kota Fangkal PENDAPATAN - Aksaleras: Reformesi 268.884.000,00 | SATUAN POLISI
Pamangpraja dan Satusn Pinang, Semua TRANSFER Birokeasi dan PAMONG PRAJA
Perindungar Masyerskat Kecamatan, Demowasi Dagrah
yang Ditewgkatkan Serua KelDosa Aksleras: Rolormasi
Kapesiosnys Birokrasi dan
Damoiuesi Daeran
1.05.02.2.01.000 Lombags Tekk - aian Ke dan Katertioan Umum
Jumigh Golesmen Hasil 4 Dokumen | 4 Dokumen 4,387,000 00 4.386.200 00 4.366.200,00 800,00 | Kota Pangkal PENDAPATAN - Akselerasi Reformasi 4.370.000,00 | SATUAN POLIS!
Paiaxsanasn Keda Sema Pinang, Semusa TRANSFER Birokrasi dan PAMONG PRAJA
entar Lembega oan Kecamatan, ‘Demokrasi Dasrah
Kemitraan Semua KelDesa Akasleras, Relormasi
Birokrasi dar
dalern Teknik Pencagahan Damokrasi Dasrah
Kejahaion
1.05.022.01.0015 ~cagahan Gangaua Ketertoan Doteks! D dan Cagsh O Fonyuunen, . Pergamanan, dan Pengawaian
Jumish Laporsn Gangguan 225 laporan | 5 leporan 1.170.000.000,00 6.339.808.360,00 7.608.118.545,00 6.439,118.548.00 | Kota Panglkai PENDAPATAN - Akselerasi Reformesi 1.066.260.000,00 | SATUAN POLISI
Katortoroma dan Kelortboon Pinang, Samua | ASLI DAERAH Svowiasi dan PAMONG PRAA
Ui yang Gicageh Molaks Kecometen, | (PAD) Demokuasi Dasrah
Deteksi Dini dan Cegeh Dini, Semus KelDesa | PENDAFATAN Akseleras) Reformasi
Pambinsen dan Panyuhar, TRANSFER Biokest dan
Palrot, Pongamanen, dsn Demakras Dasran
Pangawalon
105022010016 | Parindaken Ates Perde 3an Parkads Welalul Unjok Rasa don




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG. TAHUN 2026 PERANGKAT
peis URUSAN / PROGRAM | DAERAH
KEGIATAN | SUS PENANGOUNG
KEGIATAN TARGET | PAGU INDIKATIF {Rp) JAWAR
RKPD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025
3 10 1 20
110.980.000,00 152.900.800,00 4192090000 111.007.700,00 | SATUAN POLIS|
PAMCNG PRAJA
1.05.02.2.01.0017 | Panyediaan Lay
12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,02 | SATUAN POLIS|
PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02 Panagakan Parsturar 201,125,000,00 475.920,000,00 766.000,00 [854,700,00 | SATUAN POLIS|
Daeroh KabipalarvKota dan PAMONG PRAJA
Peraturan BupatiWal
1.05.02.2.020010 | Sosiateasi Panegakan Poraturan Daerah dan Persluren
20.100.000,00 17.800.000,00 ~2.500.000,00 | Kot 19.439.700,00 | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011 Pgnanganan Al g
34.775.000.00 197.040.000,90 162.265,000,00 25,400.000,00 | SATUAN POLISI
i PAMONG PRAJA
105022020012 | Pangawasan Atas Kepatuhar, Te
146.250.000,00 2451.280.000,00 160.01.000,00 | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.05.02; Pembinaan Penyidix 50.000.000,00 60.000.000.00 0200 50.000.000,00 | SATUAN POLISI
Pogawal Noger Sipl (PPNS) PAMONG PRAJA
KabupatenKota
50.000.000,00 60.000.000,00 000 6§0.000.000,00 | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
3 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, 609.858.500,00 5.166.567.128,00 1,00 508.966.861,00
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Percegahan, Pengondalia 695.707.500.00 5.091.247.128,00 4.495539.626,00 595.715.661,00 | SATUAN POLISI
Pemadaman, Panyelamatar PAMGNG PRAJA
dan Penanganan Banen
Berbohaye dan Beracun
Kebakaren daiam Dssrah
Habupeler/Kota
1.05.04.2.61.0001 Pencegahan Kebakaran dal
240000000 2:400.000.00 00 2400.000,00 | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
105042010062 | Pemedaman an Penge:
§90,907.500,00 5.076.247.128,00 4,495.339.628 00 | K 580,915,661,00 | SATUAN POLIS!
PAMONG PRAJA
1.08.04.201.0003 | Penyaiamatan can Evakuasi Korban Kabakaran dan Non Kebakaren
400.000.00 500.000,00 10.200.000,00 2.400.000,00 | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
0504202 speksi 10.000.900.00 10.000.000,00 0o 10.000.000,00 | SATUAN POLIS!
Kebataran PAMONG PRAJA
106042020002 | Peniiaian Sarana Prasarana P
10.000.000,00 10.000.000.,00 000 10.000.000,00 | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TARGET PRAKIRAAN 'CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG ST RGN | i | mausan ] FEACRAY TAHUN 2026 PERANGKAT
KODE URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN  SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK DAERAM
KEGIATAN / SUB i Renerea | RENJAOPD | TAROET A TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN oeD | TAHUN 2023 ok LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGUINDIKATIF (Rg) JAWAR
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
2 1 4 5 6 L3 ] s 10 11 12 2 14 1% 16 17 1”@ 15 Ed 2
1.08.04.2.03 Investigasi Kejadian - - - 2.151.000,00 30,000,000 00 30,000.000,00 27.848.000,00 - Akseleras) Reformasi | - 2.151.000,00 | SATUAN POLIS
Kebakaren Birokrasi dan PAMONG PRAJA
Demokissi Deerah
Akseleras: Ratoimasi
Siokrasi dan
Damoiasi Dasran
1.05.04.2.03.0001 Investigas: Kejadisn Kebakaian. Meliputi Penalivan dan Pengujan Panyebab Kejadian Ketakaren
Jumlals Dokuren yang 1 Dokumen | 1 Dokumen 216100000 30.000.000.00 30.000.000.00 27.843.00000 | KotaPangkal | PENDAPATAN | - Akselorasi Reformasi 2.151.000,00 | SATUAN POLISI
Moruat Hasd Kajadian Pinang, Serrua | TRANSFER Birokrasi dan PAVIONG PRAJA
Kabakaran yang Cilskukar Kecamatan, Demolaasi Daerah
Investigasi Laryutan Meligull Semua KelDesa Aksatoras Ratormasi
Peneliian dan Pengujan Birokrasi dan
Demokrasl Dasrah
1.06.04.2.04 Pemberdayaan Masyaiakat - - - 2.100.000.00 35.320.000,00 35.320.000,00 33.220.000,00 = Akselsras: Reformasl | - 2.100.000,00 | SATUAN POLISI
dalam Pencegahan Birokrasi dan PAMONG PRAJA
Kebakaran Demokrasi Daarsh
Akselorasi Raformast
Birokrasi dan
Demokresl Dearah
1.06.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinean Relewan Pemedam Ksbskaran
Jumish Dosa/Kelurahan yong 42 Dosalke | 42 Desalke 2.100.000,00 35.220.000,00 45.320.000.00 3322000000 | Kota Pangisl | PENDAPATAN | - Aksetoras: Raformast 2.100.000,00 | SATUAN POLIS!
Terbentuk dan Tertina wrahan | lurahen Pinang, Semua | TRANSFER Shokros dan PAMONG PRAJA
Ralawan Pemadam Kecamatan, Demolaasi Deersh
Kebakarsn pada Lingkip Semua KeliDesa Akasleras: Refoimasi
Sistern Ketansnan Birokrasi dan
Kabakaran Lingkungan Demoiaesi Dasrah
(SKKL} Setap Tahunnys
JUMLAK 9.611.002.734,00 18.495.101.870,00 21.208.169.323,10 11.206.365.589,10 18.454.963.050,00




BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun
2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran
2025. Renja Perubahan Tahun 2025 diharapkan akan sangat membantu dalam
penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk
melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun
2025 mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025
dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026
untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas
pembangunan, Visi dan Misi Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pangkal Pinang Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta memacu tercapainya

kualitas kinerja.

Pangkal Pinang, 2 Juni 2025

Kepala'Ez( llan Polisi Pamong Praja
Kota Pgnglfal Pinang

EFRAN} S.STP., M.Tr\IP
PEMBINA UTAMA MUPA f IV.c
NIP. 1982070720011

> | Renja Perubahan Satpol PP Kota Pangkal Pinang Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JI. Rasakunda Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkal Pinang (33134)

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/19.1/KEP/SATPOL.PP/1/2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KOTA PANGKAL PINANG,

bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan
RENJA (RKT, RKA dan DPA) pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran
2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



10.

11.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007
Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal
Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);

14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024 Nomor 224);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun
2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Derah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara-saudara yang jabatannya tercantum
dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja
Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang
Tahun Anggaran 2025.

Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal
Pinang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Penanggungjawab;

b. Ketua;

c. Sekretaris;

d. Anggota.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kedua huruf a mempunyai tugas:

a.
b.

menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

membagi peran anggota Tim Kerja Penyusunan Renja
sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan,;

melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja
Penyusunan Renja;

. melakukan pemantauan bahwa semua proses telah

sesuai prosedur dan dilakukan pemantauan oleh Tim
Kerja Penyusunan Renja; dan

melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan
tugas antar anggota Tim Kerja Penyusunan Renja.

Tim Kerja Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua huruf b, ¢, d dan e mempunyai tugas:

a.

b.
g

Menghimpun semua kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun 2025;

Mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA) tahun Anggaran
2025.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA} SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BAN@KAL PINANG

fﬁ_‘dg -
= = EFRAN||S.STP., M.{r.IP

. Pembing Utama Mu\a
NIP. 198207072001
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR :800/19.1/KEP/SATPOL.PP/1/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025
LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKAL PINANG

NO |POSISI DALAM TIM

JABATAN

1. | Penanggungjawab

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang

2. | Ketua

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang

3. | Sekretaris

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan

4. | Anggota

1.
2.

. Kepala Bidang Sumber Daya dan

»

=

Kepala Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah;

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;

Linmas;

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian;

Kasubbag Keuangan;

Staf Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan.

¥ St

A.z_'_:;:EpRAN, S.STP., M.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA P{\ (KAL PINANG
AN

'Pembina Utama Muda
NIP. 198pR070720011X1d05
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